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ABSTRAK

Shofia Azahra. EFEKTIFITAS DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN SRAGEN SEBELUM DAN SESUDAH
PELAKSANAAN ONE STOP SERVICE TAHUN 2000-2005. Skripsi Fakultas
Keguruan dan lImu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui apakah kinerja keuangan
daerah Kabupaten Sragen telah efektif dan mandiri. (2) Mengetahui apakah ada
perbedaan rasio efektivitas dan kemadlrlan keuangan daerah Kabupaten Sragen

Penelitian ini ggunakan metode deskrlp kuantitatif. Populasi adalah
laporan target dan real asi Anggarg patan d 1 Belanja Daerah Kabupaten
Sragen tahun ang an'z itiar upakan keseluruhan dari
populasi yaitu g 'f. ' i Ang@aran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupateé

Data penéli In target dan realisasi

Anggaran Pe B 2002 untuk sebelum
pelaksanaan 20! )5 untuk sesudah
pelaksanaan ong stop eliti I menggunakan uji
normalitas metade Ko 5o, dan uji paired sample t

keuangan daerah KabatSraen tal n w,n sangat efektif. 2) Rasio
Kemandirian keuangan "'.‘A‘,' ,. "_t;Ao ] un 2000-2005 ma5|h sangat

keuangan daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan one stop service, dimana
diperoleh nilai probabilitas 0,276 > 0,05. 4) Tidak terdapat perbedaan yang
signifikan antara rasio kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah
pelaksanaan one stop service, dimana diperoleh nilai probabilitas 0,073 > 0,05.



ABSTRACK

Shofia Azahra. THE LOCAL FINANCIAL EFFECTIVENESS AND
INDEPENDENCY OF SRAGEN REGENCY BEFORE AND AFTER THE
APPLICATION OF ONE STOP SERVICE DURING 2000-2005. Thesis,
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret
University, July, 2010.

The objectives of research are (1) to find out whether or not the
performance of Sragen Regency s_local financial has been effectlve or

e 0d. The population of
e and Expense Budget
of research was all

:e Budget of Sragen
e stop service and of

irnov method ratio analysis,
Jifference of local financial

and paired sample t- fflndlrng ou the
effectiveness and indepefidenty b :f‘-;; re and after

local financial effectiveness of Sragen Regency during 2000 2005 is very
effective. 2) Ratio of local financial independency of Sragen Regency during
2000-2005 is very low. 3) There is no significant difference of local financial
effectiveness ratio between before and after the application one stop service, in
which the probability value obtained is 0.276 > 0.05. 4). There is no no significant
difference of local financial independency ratio between before and after the
application one stop service, in which the probability value obtained is 0.073 >
0.05.



MOTTO

”Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu, dan orang-orang
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan ”

(Q.S. Al-Mujadillah : 11)

”Sejauh mana aith ketinggian, barang siapa
mengira bahwa ada an t esun , berarti ia telah menyia-
nyiakan usiany,

(Imam Syafi’1)
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(Andre Wongso)

”Selama kita masih memiliki tujuan yang menggairahkan untuk dicapai, tidak
pantas kita berhenti di tengah jalan, karena dalam kenyatannya, tidak ada sukses
sejati yang tercipta tanpa melewati kegagalan”
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Sejak digulirkannya era Reformasi, telah terjadi perubahan besar di setiap
aspek kehidupan berbangsa dan be gara di Indonesia. Semangat otonomi daerah
kembali ditata ulang. Se

aldenn amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun

eminimalmungkis’
| meni@atkan tingkat penerimaan
,ar@eningtan investasi. Iklim

akhirnya meningkatkan '- ensifiskal dan‘kemandirian keuangan daerah.

Kondisi ini membuat peerintah daerah berlomba-lomba untuk menarik
minat investor untuk menanamkan modal di daerahnya. Namun, masalah
perizinan sepertinya menjadi batu sandungan yang besar bagi para investor untuk
menjejakkan kaki di suatu daerah. Di mata investor, Indonesia selama ini dikenal
mempunyai jalur birokrasi yang berbelit-belit, ketidakjelasan prosedur, tidak
transparan dan membutuhkan waktu yang lama dalam pemberian izin membuka
usaha. Hal ini belum termasuk banyaknya pungutan liar yang menyebabkan biaya
perizinan lebih tinggi dari biaya resminya. Pungutan liar ini sering
diinterprestasikan oleh petugas sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan yang
telah mereka berikan. Sedangkan bagi pengguna layanan, hal ini dimaksudkan
untuk mempermudah proses pelayanan dan sekaligus membangun jaringan di

dalam birokrasi untuk tujuan jangka panjang.



Perilaku aparat birokrasi ternyata juga menjadi penentu suksesnya
kemajuan suatu daerah. Bisa jadi suatu daerah dinilai sangat menarik ditinjau dari
segi lokasi, sumber daya alam, dan kondisi infrastruktur. Namun, jika dari segi
institusi tidak baik, seperti perilaku buruk pemerintah daerah terhadap dunia
usaha, maka yang akan tumbuh di daerah itu adalah iklim usaha yang tidak
efisien. Sementara bagi daerah yang tidak memiliki keuntungan lokasi maupun

sumber daya alam, tetapi perllaku pe erlntah daerahnya tetap bisa menjadl faktor

pemohon hanya datang kéisat temp: |
meminimalisasi interaksi anta eoho dengan petugas perizinan dan
menghindari pungutan tidak resmi. Kebijakan ini dapat dilihat sebagai suatu titik
terang dalam mengurai carut-marut ekonomi biaya tinggi yang saat ini dikeluhkan
banyak pengusaha.

Kabupaten Sragen adalah pionir pelaksana one stop service yang dikemas
dalam Badan Perizinan Terpadu (BPT) di Indonesia yang telah terbukti sukses.
Dengan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan pasti, one stop service di
Sragen melayani 59 perizinan serta 10 jenis pelayanan administrasi kependudukan
yang masuk dalam kategori non-perizinan. Apabila sebelumnya untuk melakukan
perizinan usaha di Indonesia yang menurut Agus Dwiyanto (2008) Investor baru
harus melalui 12 prosedur dan membutuhkan waktu 151 hari untuk memperoleh
izin investasi. Sedangkan di Amerika Serikat, Investor baru hanya melalui satu

prosedur dan hanya memerlukan waktu 7 hari', dengan adanya one stop service,



kecepatan pelayanan perizinan tercermin dari kepastian waktu yang maksimal
hanya 12 hari.

Sejak resmi beroperasional pada tanggal 1 Oktober 2002, one stop service
Kabupaten Sragen telah menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor, sehingga
iklim investasi dapat meningkat. Terbukti pada bulan desember 2009, Kabupaten
Sragen meraih penghargaan Investment Award sebagai kabupaten terbaik di
bidang investasi. Selain itu, pelaksanaan one stop service ini memberikan efek

multiplier yang sangat sig

resmi BPT Sragen

(http://bpt.srageniab. . Kka tin kat ifivestasi yang masuk ke

Kabupaten Srag ) g r, pada tahun 2003
sebesar Rp 70 embali meningkatspada ta n 2004 sebesar Rp
926 Miliar, ar. Pada tahun 2006
dan 2007 masing p1, riIiun. Penyerapan
tenaga kerja di besar 40.785, tahun
2003 sebesar 41. emydian pada tahun 2005
sebesar 46.794. Jumlah 1jinan (legalitas usaha) pada

tahun 2002 sebesar 6.373WPada tafiun 2003 sébesér 6.280, kemudian meningkat
pada tahun 2004 dan 2005 masg-asing sebesar 7.425 dan 8.105. Selain itu,
terjadi peningkatan potensi fiskal dari urutan 8 terbawah menjadi rata-rata
nasional. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2002-2006
meningkat 57,46 %. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2004 sebesar
4,53 %, kemudian pada tahun 2005 sebesar 5,06%. Pada tahun 2006 dan 2007
masing-masing sebesar 5,83% dan 6,08%. Pendapatan asli daerah meningkat dari
Rp 8,8 Miliar menjadi Rp 88,3 Miliar selama 7 Tahun.

Peningkatan PAD berasal dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah
yang semenjak dilaksanakannya one stop service dari tahun ke tahun terus
mengalami peningkatan yang besar. Sedangkan dari sektor bagian laba Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan lain-lain perolehannya fluktuatif.
Kondisi ini merupakan implikasi dari pelaksanaan one stop service, karena dengan

perizinan yang mudah dan cepat akan' membuat investor yang menanamkan modal


http://bpt.sragenkab.go.id/

ataupun masyarakat yang melegalkan usahanya. Sehingga penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah dapat meningkat.

Data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa sebelum dilaksanakannya
one stop service, penerimaan pajak daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2000
sebesar Rp 1.728.717.565,00 , pada tahun 2001 sebesar Rp 2.921.454.708,00,
pada tahun 2002 sebesar Rp 4.180.0

service penerimaan paj

8.759,00. Setelah dilaksanakan one stop

K daerah Kabupaten Sragenypada tahun 2003 meningkat

Pe '_.'

dilaksanakannya )ne stop s
ey

meningkat menjadi

23.408.347.107,00.

Seiring dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah, ternyata
porsi dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Sragen dari tahun ke tahun

terus mengalami peningkatan. Sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel.1. Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Sragen Tahun 2000-2005

Tahun Realisasi Dana Perimbangan
2000 Rp 84.922.556.349,00
2001 Rp 225.143.054.945,00
2002 Rp 250.604.817.183,00
2003 Rp 296.021.276.898,00
2004 Rp 331.267.844.533,00
2005 Rp 352.180.713.262,00

Sumber: (diolah) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Sragen, 2010



Dari data diatas, kondisi ini tentu saja mempengaruhi kinerja keuangan daerah
terutama sisi kemandirian keuangan daerah. Meskipun pendapatan asli daerah
mengalami peningkatan, tetapi dana perimbangan ternyata masih menunjukkan

dominasinya dalam struktur APBD.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan olen Mieske M.N. Sihombing di
Papua (2006) menghasilkan pencapaian target pendapatan asli daerah selama
empat tahun (1996/1997-1999/200 wlata-rata adalah 151,45%. Paling tinggi
adalah 155,93 persen “.;,' tahun 1998/1999 dan te endah yaitu 145,77% pada
tahun  1999/2000% ang dilakukan oleh

24 Agustus 200 itas keuangan daerah (atau
yang selanjutp /o . 6,55% yaitu Kab.
Jembrana, taht Kab.Fabananftahun 2004 adalah
99,99% yaitu Kab yaitu Kab.Gianyar
tahun 2006 adalah D tertinggi tahun 2002
adalah 122,40% d )3 d eroleh Kab. Buleleng
sebesar 201,01%, tahu na sebesar 192,59%, tahun

2005 diperoleh Kab. Badling ‘sebesar 1045% , dan pada tahun 2006 kembali
diperoleh Kab. Badung sebesar 112,73%. sedangkan Kemampuan keuangan
daerah tujuh kabupaten di Bali berada dalam kategori sangat rendah, kecuali
Badung dan Denpasar.

Dari beberapa data dan hasil penelitian diatas, sangatlah relevan bila
dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah Kabupaten
Sragen serta dimensi lain yang tidak boleh dilupakan yaitu dimensi efektifitas
keuangan daerah sebagai indikator keberhasilan daerah dalam merealisasikan
PAD yang dianggarkan sebelum dan sesudah pelaksanaan one stop service.
Bertolak dari latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik melakukan
penelitian dengan judul sebagai berikut "EFEKTIFITAS DAN KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN SEBELUM DAN SESUDAH
PELAKSANAAN ONE STOP SERVICE TAHUN 2000 - 2005 ”


http://ejournal.unud.ac.id/

B. ldentifikasi Masalah
Berdasar latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasikan beberapa
masalah sebagai berikut :
1. Sebelum dilaksanakannya one stop service, untuk melakukan izin usaha
harus melewati jalur birokrasi yang berbelit-belit, ketidakjelasan prosedur,
tidak transparan, membutuhkan waktu yang lama, dan biaya tinggi.

2. Masalah perizinan dapat menjadi penghalang bagi pengusaha untuk

membuka usaha.

3. Setelah dilaksanakannya ong W vice terjadi peningkatan investasi,
penyerapan genaga alitas u %uk Domestik Regional Bruto

(PDRB), potensi fiska atan Asli (PAD), dan pertumbuhan

ekonomi. : é

-

Masgg
Dari identifikasi ; itian Al dapat t
., V- N

rarah dan di pahami

Subjek penelitian ini dibasi pada aspek finansial saja yaitu pendapatan
asli daerah dengan mengacu pada rasio efektivitas dan kemandirian keuangan
daerah Kabupaten Sragen pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2000,
2001, 2002 (sebelum pelaksanaan one stop service) dan tahun 2003, 2004, 2005

(sesudah pelaksanaan one stop service ).

2. Objek Penelitian
Objek penelitian yang akan diteliti antara lain

a. Efektifitas keuangan daerah dibatasi pada realisasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan target yang ditetapkan.
b. Kemandirian keuangan daerah dibatasi pada Pendapatan Asli Daerah

(PAD), bantuan Pemerintah Pusat / Provinsi dan pinjaman .



D. Perumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan

diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1.

1.

Apakah Kkinerja keuangan daerah Kabupaten Sragen telah efektif dan
mandiri ?
Apakah ada perbedaan rasio efektifitas dan kemandirian keuangan daerah

Kabupaten Sragen sebelum dan sesudah pelaksanaan one stop service ?

Mengetah aperja keliange
dan mandiri.

= |
Mengetahui ap adaf per a

keuangan daerah mempunyai beberapa manfaat antara lain :

1.

2.

Untuk Pemerintah Daerah
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan
pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kinerjanya
dalam pengelolaan keuangan daerah serta berupaya untuk mengelola layanan
publik dengan prima sehingga dapat membantu peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD).
Untuk Peneliti
Merupakan suatu sarana untuk melatih menganalisa, mempelajari dan
menerapkan serta membuat perbandingan antara ilmu yang diperoleh dengan

praktek secara langsung terutama mata kuliah Manajemen Keuangan Daerah.



3. Untuk Akademisi
Sebagai tambahan wawasan atau literatur mengenai layanan publik dan
kaidah rasio keuangan daerah pada organisasi sektor publik yang merupakan
perbendaharaan perpustakaan untuk kepentingan ilmiah serta sebagai

informasi.




BAB I1
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Keuangan Daerah
Berdasarkan penjelasan Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerifitahan | 7

pelaksanaan hak'
dikemukakan ole

) 3 : jibangyang dapat dinilai
dengan ‘uang, ikian g ala’ sesuatizbaik berupa uang maupun

adika ekayaa aeral sepanjang belum
dimiliki/dikuasai a atau daerah @g lebihitinggi atau pihak lain

Dari pengertian® p.‘*?,; guangany gat erat kaitannya dengan
; 3erdasarkan Undang-Undang No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Anggaran
pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
. Bahrullah Akbar (http://epserv.unila.ac.id, diakses tanggal 4 Februari 2010)

menyatakan bahwa terdapat empat dimensi yang melekat dari pengertian
keuangan daerah antara lain “l1) Adanya dimensi hak dan kewajiban; 2) Adanya
dimensi tujuan dan perencanaan; 3)Adanya dimensi penyelenggaraan dan
pelayanan publik; 4)Adanya dimensi nilai uang dan barang (investasi dan
inventarisasi)” .

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa ruang lingkup keuangan

daerah meliputi:


http://epserv.unila.ac.id/

Hak daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi daerah serta
melakukan pinjaman.

Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah dan
membayar tagihan pihak ketiga.

Penerimaan daerah.

Pengeluaran daerah.

Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat

undangan”. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1) Pajak Daerah

Kesit Bambang Prakosa (2005:1) mengemukakan bahwa ‘“Pajak
adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang,
dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang
langsung dapat ditunjuk™.

Lebih lanjut Kesit Bambang Prakosa (2005:1-2) menjelaskan “Pajak
daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah (misal: Provinsi,
Kabupaten, Kota) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing
dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah”.

Sumber-sumber penerimaan pajak di Provinsi adalah Pajak Kendaraan

Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,



Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
Sedangkan sumber pajak di Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan

Jalan, Pajak Bahan Galian Golongan C.

2) Retribusi Daerah
Kesit Bambang Prakosa (2005:92) mengemukakan bahwa “Retribusi

akta catatan sipil.

(4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

(5) Retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum.

(6) Retribusi pelayanan pasar.

(7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.

(8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

(9) Retribusi penggantian biaya cetak peta.

(10)Retribusi pengujian kapal perikanan
b.) Retribusi Jasa Usaha

Merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah
daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat

pula disediakan oleh sektor swasta.



Jenis retribusi jasa usaha antara lain :
(1).Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
(2).Retribusi grosir dan/pertokoan.
(3).Retribusi Tempat Pelelangan
(4).Retribusi Terminal
(5).Retribusi Tempat Khusus Parkir

(6). Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa

g pribadi atau badan yang
dimaksudkan  untuk emblnaan, | pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya
alam, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Jenis retribusi perizinan tertentu yaitu :

(1).Retribusi izin mendirikan bangunan.

(2).Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.

(3).Retribusi izin gangguan.

(4).Retribusi izin trayek.



3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Terdiri dari :
a.) Bagian laba BUMD.
b.) Hasil kerja sama dengan pihak ke-tiga.

4) Lain-lain PAD yang sah
Terdiri dari :
a) af Keka ran yafigatidak dipisahkan.

c)
d) 'a&adap jata uang asing.
e) ibat dari penjualan

ehtuk lain sebagai ak
jasaleh Dag
| 5

Pusat dan Pemerintah Daerah,

ahun 2004 tentang

dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada Daerah ntuk mendnai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi”. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi
kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar
Pemerintah Daerah. Dana perimbangan terdiri dari :

1). Dana Bagi Hasil

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:108) “Dana bagi
hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada
daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah. Dimana
menurut Pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang
berasal dari pajak terdiri dari : “1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 2) Bea



Perolenan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 3) Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan
PPh Pasal 21”.

Sedangkan pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004,
Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari “1)
kehutanan, 2) pertambangan umum, 3) perikanan, 4) pertambangan minyak
bumi, 5) pertambangan gas bumi 6 pertambangan panas bumi ”.

0. 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keual ga ntarfx @tah Pusa
~ 1
>

. dan Pemerintah Daerah

an90% untuk daerah
@itan dan disalurkan
64 8% untuk daerah
n ke Rekening Kas
ayla pemungutan.

dari penerimaan PBB

atas realisasi penerlmaanPB thun nggaran berjalan dengan imbangan
sebesar 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten
dan Kota, dan sebesar 35% dibagikan sebagai intensif kepada daerah
Kabupaten dan  Kota yang realisasi  tahun  sebelumnya
mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

b.) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP)

Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTP sebesar 80% dengan
rincian 16% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke
Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, dan 64% untuk daerah Kabupaten
dan Kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah
Kabupaten/Kota. Sedangkan 20% bagian Pemerintah dari penerimaan
BPHTP dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh Kabupaten
dan Kota.



c.)

d)

f)

g.)

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 merupakan bagian
daerah adalah sebesar 20% yang dibagi antara Pemerintah Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota. Dimana 60% untuk Kabupaten/Kota dan 40% untuk
Provinsi.

Kehutanan

y bersangkutan dibagi
dengan 80% untuk daerah.

imbant

imbangan 20% u
Perikanan ' ® ! |

Dana Bagi Hasil ari enerimaan perikanan yang diterima secara
nasional dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk
seluruh Kabupaten dan Kota.
Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan pertambangan minyak bumi yang dibagikan ke daerah
adalah penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak
bumi dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen
pajak dan pungutan lainnya dengan imbangan 84,5% untu Pemerintah dan
15,5% untuk daerah.

Dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi untuk daerah
sebesar 15% dibagi dengan imbangan 3% dibagikan untuk provinsi yang

bersangkutan, 6% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 6%



h.)

dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang
bersangkutan.

Sedangkan sisa dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi
untuk daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran
pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk Provinsi yang
bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, 0,2%

lainnya dalam provinsi yang

dibagikan untuk Kabupatep/Kota

bersangkutan
Pertambangan (
| dibagikan ke daerah

adalah pener / pertambangan minyak
bumi dz ngkutanssetelah 'dikurangi komponen
pajak ain @ amgan 69,5% untuk
Pemerintah dar‘%S% untc |

4 3 ntuk daerah sebesar
30% ntuk provinsi yang
bersangkutan, 12 bagi ‘ : /Kota penghasil, dan 12%

dibagikan untuk K iten/k |
Sedangkan sisa da bgi hasi dari pertambangan gas bumi untuk
daerah yang sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran
pendidikan dasar, dimana 0,1% dibagikan untuk Provinsi yang
bersangkutan, 0,2% dibagikan untuk Kabupaten/Kota penghasil, 0,2%
dibagikan untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam provinsi yang
bersangkutan
Pertambangan Panas Bumi
Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah
yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak,
dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah dan 80% untuk daerah.
Dana bagi hasil dari penerimaan pertambangan panas bumi yang

dibagikan kepada daerah dibagi dengan imbangan 16% untuk Provinsi



yang bersangkutan, 32% untuk Kabupaten/Kota penghasil, dan 32% untuk
Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan.

2). Dana Alokasi Umum
Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:108) “Dana
Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah

da@uasa

minimal sebesar 26% (dua

pemerataan dan keadilaf"di | rhitungannya ditentukan oleh
undang-undang. ¢ ; ' |

Penggunaan Dana Alasi mumditetapkan oleh daerah. Penggunaan
Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap
pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik,

seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

3). Dana Alokasi Khusus

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:107) “Dana
Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas

nasional”. Sesuai dengan Undang-Undang No0.33 Tahun 2004 tentang



perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
kegiatan khusus yang dimaksud adalah

a.) Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan

rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak

sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan di kawasan

transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi / prasarana baru,

pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer.

Dana Perimbangan, yang " mellpti ibah, dana darurat, danlain-lain
pendapatan yang ditetapkan Pemerintah”.

Menurut Pasal 164 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
“Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal
dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri”.
Lebih lanjut Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
menjelaskan bahwa “Pendapatan dana darurat merupakan bantuan Pemerintah
dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak
yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD”.
Pemerintah dapat mengalokasikan dana darurat kepada daerah yang
dinyatakan mengalami krisis keuangan daerah, yang tidak mampu diatasi
sendiri, sehingga mengancam keberadaannya sebagai daerah otonom.

Besarnya alokasi dana darurat ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan



memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri teknis
terkait.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah
Otonomi daerah memberikan wewenang kepada Pemerintah daerah untuk
bertanggungjawab dalam penggunaan dana, baik dana dari Pemerintah pusat

maupun dana yang berasal dari Pemerintah daerah sendiri. Cara mengelola

grupakan syarat penting untuk

peningkatan pelayana publlk di m alam pelaksanaannya harus tetap
i ngelo ngan

prinsip manajemen

keuangan daerg A ijakan keuangan daerah

a. ilita A gambil suatu keputusan

daerah dan anggaran daerah ngn konmis, efektif, dan efisien.

c. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (probity), dalam pengelolaan
keuangan daerah harus dipercayakan kepada pegawai yang memiliki integritas
dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi dapat
diminimalkan.

d. Transparansi, merupakan keterbukaanpemerintah dalam membuat kebijakan-
kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat.

e. Pengendalian, dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan
monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), sehingga bila terjadi selisih (varians) dapat

dengan segera dicari penyebab timbulnya selisih.



Asas umum dalam mengelola keuangan daerah berdasarkan Pasal 66

Undang-Undang No0.33 Tahun 2004 sebagai berikut :

a.

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan APBD, dan

pertanggungjawaban pelaksanaan, APBD setiap tahun ditetapkan dengan

peraturan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah  No.58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Pasal 4, terdapat prinsip penting dalam

mengelola keuangan daerah meliputi :

a.

Taat pada peraturan perundang-undangan, dengan maksud bahwa pengelolaan
keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Efektif, merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah
ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efisien, merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan
tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
Ekonomis, merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas

tertentu pada tingkat harga terendah.



e. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan ynag memungkinkan masyarakat
untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang
keuangan daerah.

f. Bertanggung jawab, marupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

h. Kepatutan, a
proporsional.
I. Manfaat, *
kebutuhan

dengan target yang telah ditetapn, aitu degan cara membandingkan keluaran
dengan hasil”. Menurut Mohamad Mahsun (2006:182) “Efektifitas (hasil guna)
merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus
dicapai”. Lebih lanjut Eliya Muchsin dalam Abdul Halim dan Theresia Damayanti
(2007:75) menyatakan bahwa “Efektifitas berarti tingkat pencapaian hasil
program kerja dengan target yang ditetapkan.”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa
efektifitas berkaitan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sebuah kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut
mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila
suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat

dikatakan organisasi tersebut telah berjalan efektif.



Perlu diingat, terkadang suatu program kerja membutuhkan banyak dana
demi tercapainya tujuan. Mohamad Mahsun (2006:183) menyatakan bahwa
“Efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan
untuk mencapai tujuan tersebut”. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas hanya
melihat apakah suatu program kerja telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya.

Tingkat efektifitas keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan

analisis rasio. Me

arget PAD yang ditetapkan
' ’

Lebih lanjut A.A.N.B.Dwirandra (http://ejournal.unud.ac.id, diakses
tanggal 24 Agustus 2009) berdasarkan Kepmendagri No. 690.900-327, Tahun
1996 menyatakan kategori kemampuan efektifitas keuangan daerah otonom ke

dalam lima tingkat efektifitas. Sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel. 2. Efektifitas Keuangan Daerah Otonom

Kemampuan Keuangan Rasio Efektifitas (%)
Sangat Efektif >100
Efektif >90-100
Cukup Efektif >80-90
Kurang Efektif >60-80

Tidak Efektif <60



http://ejournal.unud.ac.id/
http://ejournal.unud.ac.id/
http://ejournal.unud.ac.id/

5. Kemandirian Keuangan Daerah
Secara umum, kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah
tersebut mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah
pusat. Pada era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, kemandirian ini berupa
kemandirian dalam perencanaan maupun pengelolaan sumber-sumber keuangan
daerah. Sedangkan kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan PAD.
Abdul Halim dalam A.A.N.B.Dwirandra (http://ejournal.unud.ac.id,

formula rasio

X 100%

Sementara A.A.N.B.Dwirandra (http://ejournal.unud.ac.id, diakses tanggal

24 Agustus 2009) menyatakan pola hubungan tingkat kemandirian dan
kemampuan daerah dalam tabel berikut:

Tabel. 3. Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian (%) Pola Hubungan
Rendah Sekali 0-25 Instruktif
Rendah >25-50 Konsultatif
Sedang >50-75 Partisipatif
Tinggi >75-100 Delegatif

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Abdul Halim yang
dikemukakan oleh A.A.N.B.Dwirandra (http://ejournal.unud.ac.id, diakses tanggal

24 Agustus 2009) menjelaskan tentang hubungan antara pemerintah pusat dan


http://ejournal.unud.ac.id/
http://ejournal.unud.ac.id/
http://ejournal.unud.ac.id/

daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang
tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai
berikut.
a. Pola hubungan instruktif
Merupakan pola hubungan yang dilakukan jika daerah tidak mampu
melaksanakan otonomi daerah secara finansial, sehingga peranan

pemerintah pusat lebih domina

Merupakan pol%bungan : 2 ukan jikastingka kemandirian daerah

kati @mpu

melaksanakan urusan
akin berkurang dan

pemberian konsultasi*beralih ke eran partisipasi Pemerintah Pusat.

d. Pola hubungan del Ay ‘_" |
Merupakan pola hubunn ji a daeah telah benar-benar mampu dan
mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah, sehingga campur
tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada lagi dan memberikan keyakinan

penuh otonomi keuangan kepada Pemerintah Daerah.

6. Tinjuan Tentang One Stop Service
Salah satu tugas Pemerintah yang juga merupakan hak yang dimiliki
masyarakat adalah terselenggaranya pelayanan publik. Perizinan merupakan satu
bentuk dari pelayanan publik yang sangat menonjol di tata pemerintahan. Dalam
hubungan antara pemerintah dan warga masayarakat, seringkali perizinan menjadi
sebuah indikator untuk menilai apakah sebuah tata pemerintahan sudah mencapai
kondisi “Good Governance” atau belum. Maka untuk mencapai kondisi tersebut,

pemerintah berusaha menciptakan suatu sistem pelayanan yang optimal dengan



dikeluarkannya sebuah kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (one stop
service).

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat (2009:190) menjelaskan
bahwa terdapat alasan mengapa pemerintah melaksanakan kebijakan pelayanan
terpadu satu pintu antara lain sebagai berikut :

a. Perizinan merupakan pelayanan pemerintah yang tidak dapat digantikan
oleh pihak swasta

Perizinan adalah entry p0| tgkegiatan usaha

Perizinan adalalwpé

Perizinan ad
Perizinan m

~ooo0o

publik, khususnya perizinan usaha dan investasi (http://oss-center.net, diakses

tanggal 27 Januari 2010). Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah,
“Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan
dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan
sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan
satu tempat”. Lebih lanjut Permendagri No. 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa
“Unit pelayanan perizinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk
Badan dan/atau Kantor pelayanan perizinan terpadu, merupakan gabungan dari
unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan
perizinan”.

Kebijakan terhadap model pelayanan terpadu satu pintu merupakan sebuah

revisi terhadap kebijakan pemerintah sebelumnya yaitu tentang pelayanan terpadu


http://oss-center.net/

satu atap yang diterapkan sejak tahun 1997 melalui Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri No. 503/125/PUOD tanggal 16 Januari 1997 tentang Pembentukan
Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 25 tahun
1998 tentang Pelayanan Terpadu Satu Atap. Revisi ini didasarkan kepada
kenyataan di lapangan bahwa pelaksanaan pelayanan terpadu satu atap di daerah
banyak mengalami kendala terkait mekanisme perijinan yang masih rumit dan

kendala koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sulit,

sehingga tidak berjalan de € l' secara op

T

elaya an Terpadu Satu

@Atap (P

nandatanganan ng ad I Satus” “nganan masih berada di

SKPD/ Satuan Kerja
layaniya istrasi  Perangkat Daerah)

kependudukan maka tetap

dilakukan di lembaga

catatan sipil.

Koordinasi Koordinasi (dalam hal Koordinasi dalam hal
pelayanan dan proses pelayanan kemungkinan
perizinan) lebih mudah dan dapat dilakukan oleh
dilakukan oleh kepala kepala PTSA, tetapi untuk

PTSP. Kepala PTSP juga koordinasi proses perizinan
berperan sebagai ketua tim  tidak mudah dilakukan
tinjauan lapangan dan karena kewenangan dan
mengkoordinir SKPD penandatanganan masih
teknis lainnya (jika ada izin berada di banyak pihak.
yang mensyaratkan

demikian)
Mekanisme dan Mekanisme dan prosedur Mekanisme dan prosedur
prosedur pelayanan  lebih mudah di sulit disederhanakakan
perijinan sederhanakan karena karena kemungkinan masih

koordinasi berada di tangan adanya ego sektoral di




PTSP.

banyak SKPD (karena
masih mempunyai kewe-
nangan proses dan

penandatanganan)
Pengawasan Pengawasan menjadi Pengawasan menjadi
tanggung jawab bersama tanggung jawab SKPD
antara lembaga PTSP. teknis.

SPM relatif akan mudah
dilakukan karena ke-
wenangan me koordinir

Standar Pelayanan
Minimal (SPM)

Lokasi dan model
pelayanan

Kelembagaan

dlbutuhkan kemampuan
mengkoordinasi SKPD
yang lebih tinggi
enselonnya.

SPM relatif sulit dilakukan
sebab membutuhkan
kemampuan koordinasi
yang sangat tinggi karena
ewenangan proses
perijinan lebih banyak

/a membuka cabang
agai lokasi, mobil

PTSA biasanya hanya
dimaksudkan untuk
mendekatkan layanan ke
masyarakat, sehingga
bentuk kelembagaan sangat
bergantung kepada kondisi
dan situasi daerah. Tetapi,
dimungkinkan di internal
pemerintah daerah sendiri
akan terjadi perpanjangan
birokrasi, karena kesan
yang timbul PTSA hanya
menjadi loket penerimaan
berkas dan penyerahan
surat izin.

Target PAD a. Jika berbentuk kantor,
target PAD tetap berada
di tangan SKPD teknis.

b. Jika berbentuk dinas,
target PAD berada di

lembaga PTSP.

Target PAD berada di
SKPD teknis.




Status kepegawaian  Staf yang bertugas akan Staf yang bertugas

menjadi pegawai tetap statusnya dapat tetap
lembaga PTSP sebagai pegawai SKPD
teknis.

Umumnya yang menjadi
staf tetap PTSA hanyalah
koordinator atau kepala
lembaga PTSA, staf front
office dan staf tata usaha

Sistem One Stop’ fice layanan satu pintu selaras

pgatur juga tentang

ice@ﬂent Dalam Negeri dan

One stop service merupkan ujung tombak pelayanan perizinan, dimana
pemohon tidak perlu mendatangi berbagai instansi untuk mendapatkan izin.
Pemohon hanya tinggal pergi ke kantor one stop service untuk mengajukan
permohonan berbagai izin usaha atau investasi yang dibutuhkan dan di one stop
service pulaizin yang keluarkan pemerintah daerah akan diterima pemohon.
Prinsip pelayanan one stop service yang dilakukan sejalan dengan prinsip
penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana tercantum dalam Keputusan
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2004, yaitu:
a. Kesederhanaan : prosedur tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan
dilaksanakan.
b. Kejelasan : mencakup persyaratan teknis dan administrasi, kejelasan unit
kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan

pelayanan dan penyelesaian keluhan.



c. Kepastian waktu : pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun
waktu yang terukur.

d. Akurasi : produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, sah.

e. Sarana dan Prasarana : tersedia sarana prasarana yang memadai, termasuk
teknologi telekomunikasi dan informatika.

f. Kedisiplinan, kesopanan, keramahan : pemberi pelayanan bersikap

disiplin, sopan, santun, ramah, dan melayani secara ikhlas.

gratur, ruang tunggu nyaman,

gan Da@ Sebelum dan. esu@ Kebijakan Otonomi Daerah

ahun©998-2000 dan 2001-2003”4Penelitian ini bertujuan

gunakan adalah analisis kuaitati, aitu analisa yang sifatnya menjelaskan
secara uraian atau dalam bentuk kalimat-kalimat dan analisa kualitatif, yaitu
analisa dengan menggunakan rumus-rumus dan analisa pasti. Analisa kuantitatif
yang digunakan meliputi analisa derajat desentralisasi fiskal (tingkat
kemandirian daerah), kebutuhan fiskal (fiscal need), kapasitas fiskal (fiscal
capacity), dan upaya fiskal (tax effort). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa di
Kabupaten Sleman : Derajat Desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian daerah)
yang ditinjau dari prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan prosentase
Bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) terhadap Total Penerimaan Daerah
(TPD) menunjukkan bahwa pada masa sebelum otonomi daerah lebih tinggi dari
pada sesudah otonomi daerah. Sedangkan apabila dilihat dari prosentase
Sumbangan daerah (SB) terhadap Total penerimaan daerah (TPD) derajat
desentralisasi fiskal (tingkat kemandirian dearah) pada masa sebelum otonomi



daerah lebih rendah di bandingan setelah otonomi daerah diberlakukan.
Kebutuhan fiskal (fiscal need) sebelum otonomi daerah lebih rendah dari pada
sesudah otonomi daerah diberlakukan. Kapasitas fiskal (fiscal capacity) sebelum
kebijakan otonomi daerah lebih tinggi dari pada sesudah kebijakan otonomi
dearah diberlakukan. Dan, upaya fiskal (tax effort) pada masa setelah kebijakan
otonomi daerah diberlakukan lebih baik dari pada sebelum otonomi daerah

”Analisis Kinerja ai-: angan Pe eﬁﬁm ) uaten/Kota Sebelum dan
Setelah Otonomi Dag awlen asiZotonomi  daerah sebagai format

bidang*gpemerintahan “dlin
rinﬁat- SeIUK 2

r,tonomirah diberlakukan, sumber

p daer@antu 0

pemerintah daerah harus lebih eba dla mengelola keuangan mereka sendiri
dan efisien lagi dalam mengatur sumber daya keuangan mereka sendiri. Studi
empiris ini diarahkan untuk memperoleh bukti-bukti dari perbedaan yang
signifikan dalam pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah setelah
otonomi diberlakukan/diterapkan. Menggunakan sample penelitian pada
pemerintah daerah di dalam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera
Utara, dan metode statistik untuk sampel yang dipasangkan (Paired T-Test).
Hasil-hasil secara umum menunjukkan keberadaan perbedaan-perbedaan
penting dalam pencapaian kinerja keuangan sebelum dan setelah otonomi.
Kinerja keuangan yang diukur lewat desentralisasi fiscal, upaya fiscal, dan
tingkat kemampuan pembiayaan memiliki perbedaan-perbedaan, namun untuk
tingkat efisiensi penggunaan anggaran tidak memiliki perbedaan yang

signifikan.



3. Penelitian yang dilakukan oleh Tatas Firmansyah dengan judul “Analisis
Tingkat Kemandirian Daerah Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi
Daerah Suatu Kajian Empiris Di Propinsi Jawa Barat”. Penelitian ini
mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat kemandirian
daerah periode sebelum dan sesudah otonomi daerah. Variabel yang digunakan
untuk mengukur tingkat kemandirian adalah tingkat kemampuan pembiayaan

diukur dengan rasio antara Penerimaan Asli Daerah (PAD) terhadap

Pengeluaran Rutin (PR)™ting @t keterganttfiganydiukur dengan rasio antara

Bantuan/subsidi ter Tota ﬁﬁm B (TPD), dan tingkat
desentralisasi al d| n ’sio / dap TPD. Data yang
digunakan j%ga tahungperiad Jtono Ni daerah yaitu tahun
1998, 1999, 2000 iga tahun setelah ot i ' tahun 2001, 2002,
2003. Alat @ alisisgg of" ak ale @ed Sample t Test. Hasil
analisis menul 'ukkar%hwa adanya pe @signi kan variabel tingkat

kemandirian @upa . na
ketergantunganl 3 ¥ but g ,_-3' kan periode sebelum
otonomi daerah 'o"‘«'_e"_; signifikan dibanling an sesudah otonomi daerah.
Sedangkan tingkat keterga gan daeraft ment fjukkan tidak adanya perbedaan
yang signifikan antara periodeebelu dan sesudah otonomi daerah. Nilai rata
rata tingkat ketergantungan sebelum maupun sesudah otonomi daerah
menunjukkan nilai yang sangat tinggi, ini menunjukkan bahwa otonomi daerah
tidak membawa dampak terhadap tingkat ketergantungan daerah, artinya

bantuan/subsidi dari pemerintah pusat masih nyata.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Endra Dwisukma dengan judul “Pelayanan
publik dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah ( PAD )
kabupaten Sragen ( Tinjauan Yuridis Penerapan One Stop Service Di Badan
Pelayanan Terpadu ( BPT ) Sragen )”. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan
pelayanan publik pasca penerapan one stop service dan kontribusinya bagi
Kabupaten Sragen, yaitu bagaimana tata aturan dan tata laksana pengelolaan

pelayanan publik pasca penerapan ‘one stop service serta bagaimana



kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten
Sragen. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat
deskriptif. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian
dalaksanakan di Badan Pelayanan Terpadu (BPT) Sragen. Teknik
mengumpulkan data yang dipergunakan yaitu melalui wawancara dan studi
kepustakaan. Analisis data menggunakan metode analisis data kuantitatif

dengan model analisis deskriptif dan metode analsis data kualitatif dengan

10Ne op Service i Badan Pelayanan Terpadu

model interaktif. Penesapa

( BPT ), diatur be sarkan Pg a%m Sabupaten Sragen Nomor 4

Tahun 2006 dedgan t eTaan Yyahg diatur dalam Peraturan Bupati
Sragen Nomor 9 Tahun 2006 tefita A an Umum di Kantor
Pelayanan Te ad%paten i Sragen Nomor 6
Tahun 200" entan%pump ¢ ‘

Kabupaten Sfagen. %wenan N ini
perizinan. Prosgdur pe@nan dibuat seca cep@mudahtransparan dan pasti,

hanya melalui p iting yaitu pemer am, adptinistratif, pemeriksaan
lapangan, rapat Pertih bangan  dan Pembayaran serta penerbitan ijin.
Berdasarkan hasil penelitir g.‘.’ disi ..’ Ikan“bahwa pasca penerapan one stop

service, tata aturan pengelolapelynan ublik di BPT Sragen menjadi lebih
lengkap dan tata laksana pengelolaan yang terjamin, transparan dan mudah.
Penerapan one stop service ini juga berdampak pada kenaikan PAD Kabupaten
Sragen yang sangat signifikan. Implikasi dari penelitian ini adalah adanya
konsep kebijakan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif dan
efisien dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Manfaat praktis dari
penelitian ini sebagai bahan percontohan bagi wilayah kabupaten/kota lain
dalam hal bagaimana mengelola pelayanan publik agar dapat memacu

peningkatan pendapatan asli daerah.



C. Kerangka Berfikir
Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD merupakan elemen yang
penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
maupun pemberian pelayanan kepada publik. Masih kecilnya kontribusi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai barometer tingkat kemandirian daerah
dalam menjalankan amanat otonomi daerah, sesuai dengan Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004, mengharuskan pemerintah daerah secara terus menerus

berupaya meningkatkangPAD gai sumber tUtama pendapatan daerah. PAD

diharapkan dapat medi sumbe imaan terbesar dari seluruh sumber

penerimaan daerah, sehwag r dap pemerintah pusat

semini ungkin#® '

Sebelun ada%

| rizinagaha ydn
lit,

perizinan yang berb@e
aktu yan@am

A '

as, tidak transparan,

membutuhkan : ondisi ini membuat

sangat signifikan. Proses pezina engn birokrasi sederhana, kejelasan
prosedur, transparan, waktu singkat, dan bebas pungutan liar melalui one stop
service yang dikemas dalam Badan Perijinan Terpadu (BPT) telah memberikan
kemudahan dan kepastian izin usaha. Kondisi ini merangsang peningkatan
investasi.

Peningkatan investasi ini mengakibatkan peningkatan perolehan pajak dan
retribusi daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, sehingga
kinerja keuangan daerah dapat efektif dan mandiri. Selain itu diharapkan ada
perbedaan efektifitas dan kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah
pelaksanaan one stop service.

Kerangka pemikiran diatas dapat dibuat paradigma pemikiran sebagai berikut:



Kendala proses perijinan
usaha :
e Birokrasi berbelit-belit

Reformasi
Pelayanan

Prosedur tidak jelas
Tidak transparan
Waktu lama
Pungutan liar

A 4

Publik

A 4

One Stop Service
Birokrasi sederhana
Prosedur jelas
Transparan
Waktu cepat, maksimal 12

hari
e Bebas pungutan liar
£A} B )
Al |8

Memberikan Kemudahan dan kepastian

izin usaha

o200 N

Meningkatkan investasi

Meningkatkan perolehan

pajak dan retribusi daerah

!

Pendapatan Asli Daerah
(PAD) meningkat

dan mandiri

Kinerja keuangan efektif

Efektifitas dan

Service

Terdapat perbedaan

kemandirian sebelum
dan sesudah One Stop

Gambar. 1: Skema Kerangka Berfikir



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti, yang
kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan (Mudrajad
Kuncoro, 2003:48). Hipotesis ini berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman
untuk mengarahkan penelitian agar sesuai dengan apa yang diharapkan.

Menurut Sony Yuwono, Dwi

ditetapkan dengan cara membandi
i ~
dapat dikatakan gfekti IM

ahyo Utomo, Suhaery Zein, dan Azrafiany

harus seminimal mungkin, ag peaatan asli daerah (PAD) dapat menjadi
bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi
lebih besar”. Kabupaten Sragen sebagai daerah otonom mengemban misi ini untuk
menjadi daerah yang mandiri

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan hipotesis

sebagai berikut :
H; : Kinerja keuangan daerah Kabupaten Sragen telah efektif dan mandiri.

Pelaksanaan one stop service sebagai entry point bagi perizinan usaha
telah memberikan beberapa dampak positif. Salah satu diantaranya yaitu
meningkatnya pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun. Seperti diketahui

bahwa pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen penting dalam
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struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga dengan
naiknya porsi pendapatan asli daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja
keuangan daerah terutama efektivitas sebagai indikator tercapainya realisasi
pendapatan asli daerah.

Adanya tuntutan otonomi mengenai kemandirian keuangan daerah
membuat Pemerintah Daerah mengurangi tingkat ketergantungan dengan

Pemerintah Pusat. pendapatan asli

@
‘rasio
en Sr bel

=
2

daerah Kabupaten Sragen yang sejak

H» : Ada




BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian digunakan untuk mendapatkan data, informasi,

dengan kepentingan peneliti

keterangan-keterangan dan*hal-f herkaita

serta sekallgus sebal tempat m nnya elitian. Lokasi penelitian
N sy
‘;j.‘ : wk hal Ini n i

laporan penelitian. Jadwal dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut

Jenis kegiatan Januari | Februari | Maret | April Mei Juni

Persiapan Penelitian

- Penyusunan Judul

- Penyusunan Proposal

- Perizinan

Pelaksanaan Penelitian

- Pengumpulan Data

- Analisis Data

Penyusunan Laporan




B. Populasi dan Sampel
1. Penetapan Populasi Penelitian

Mudrajad Kuncoro (2003:103) menyatakan bahwa ‘“Populasi adalah
kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi,
atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek
penelitian”. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan target dan realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen tahun
anggaran 2000-2005. p—

digunakan adalah

Ada beberapa metode g apt diunakan untuk mengumpulkan data
yang dapat digunakan dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Menurut Suharsimi Arikunto
(2002:206) menjelaskan bahwa ‘“Metode dokumentasi yaitu mencari data
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,
majalah, prasasti, notulen rapat, ledger, agenda, dan sebagainya”. Dari pendapat
tersebut dapat disimpulkan bahwa dokumentasi adalah teknik pengumpulan data
yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang berupa dokumen-dokumen.
Teknik ini dilakukan melalui dokumen-dokumen mengenai data yang dibutuhkan
dalam penelitian. Dalam hal ini, data diperoleh berdasarkan dokumen laporan
target dan realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) tahun
anggaran 2000-2005 yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sragen.



D. Rancangan Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif.
Penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan
untuk mengungkapkan masalah-masalah dengan jalan mengumpulkan data,
menyusun, menganalisis, dan menginterprestasikan data yang berupa

pengungkapan fakta-fakta yang telah berlangsung. Data yang bersifat kuantitatif

berwujud angka-angka hasil perhitunan, kemudian dianalisis untuk memperoleh

metode kepustakaan guna

perolehan rasio >100%, efektif ka peolean rasio antara >90%-100%, cukup
efektif jika perolehan rasio antara >80%-90%, kurang efektif jika perolehan rasio
antara >60%-80%, tidak efektif jika perolehan rasio <60%.

Rasio kemandirian keuangan daerah diperoleh dari perbandingan antara
Pendapatan Asli Daerah dan subsidi Pemerintah Pusat dan Provinsi serta pinjaman
daerah. Tingkat kemandirian tinggi apabila rasio kemandirian antara >75%-100%,
tingkat kemandirian sedang apabila rasio kemandirian antara >50%-75%, tingkat
kemandirian rendah apabila rasio kemandirian antara >25%-50%, tingkat
kemandirian rendah sekali apabila rasio kemandirian antara 0-25%.

Langkah selanjutnya adalah melakukan uji prasyarat analisis untuk
mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. Uji prasyarat analisis dalam
penelitian ini digunakan uji normalitas data dengan uji nonparametrik yaitu

Kolmogorov-Smirnov sebagai prasyarat uji Paired Sample T Test yang akan



dilakukan. Data berdistribusi normal ditunjukkan dengan tingkat signifikansi lebih
besar dari 0,05 , sedangkan apabila tingkat signifikansi kurang dari 0,05 maka
data tersebut tidak berdistribusi normal.

Setelah itu, dilakukan uji t yang dalam penelitian ini menggunakan
compare means dengan Paired Sample T Test. Jika signifikansi lebih dari 0,05
maka tidak terdapat perbedaan antara rasio efektifitas dan kemandirian keuangan

daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan one stop service. Sedangkan jika

one stop servi

perhitungan yang

ekn nalisis D&E

igunakan untuk mengolah

terpecahkan dan tujuan‘penglitian tercapai. |
L © j

1. U PrsyaratAnaIisis

Dalam uji prasyarat analisis digunakan dalam penelitian ini adalah uji
normalitas data dengan uji nonparametrik yaitu Kolmogorov-Smirnov. Tujuan dari
uji ini adalah untuk mengetahui apakah data penelitian berasal dari populasi yang
berdistribusi normal atau tidak. Analisis ini sebagai prasyarat dari uji beda untuk
dua sampel yang berpasangan (Paired Sample t Test).

Algifari  (2003:297) menyatakan sistematika rumus uji normalitas
Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut :

D.=maF,-F

Keterangan:

Dn: deviasi absolute yang tertinggi



Fe: frekuensi harapan
Fo: frekuensi observasi

Data berdistribusi normal ditunjukkan dengan tingkat signifikansi lebih

besar dari 0,05 , sedangkan apabila tingkat signifikansi kurang dari 0,05 maka
data tersebut tidak berdistribusi normal.

berikut:

Rasio Efektifitas Keuangan Daerah = Realisasi Penerimaan PAD X 100%

Target PAD yang ditetapkan

Tabel. 5. Efektivitas Keuangan Daerah Otonom

Kemampuan Keuangan Rasio Efektifitas (%0)
Sangat Efektif >100
Efektif >90-100
Cukup Efektif >80-90
Kurang Efektif >60-80
Tidak Efektif <60

2). Kemandirian Keuangan Daerah
Mohamad Mahsun (2006:152-153) mengemukakan formula rasio
kemandirian keuangan daerah sebagai berikut :


http://ejournal.unud.ac.id/

Rasio Kemandirian = Pendapatan Asli Daerah X 100%

Subsidi Pemerintah Pusat dan Provinsi

serta pinjaman daerah

A.AN.B.Dwirandra (http://ejournal.unud.ac.id, diakses tanggal 24

Agustus 2009) menyatakan pola hubungan tingkat kemandirian dan

Instruktif
onsultatif

Partisipatif

Delegatif

hasil lebih tepat untuk dua populasi yang berdistribusi berkelanjutan.
Algifari (2003:81) menyatakan beberapa langkah pengujian uji t
berpasangan (paired sample t test) adalah sebagai berikut :
a. Menghitung selisih (d) pada pengamatan sebelum dan sesudah pelaksanaan
One Stop Service.
d=X;-X;

Keterangan:
X1 = sampel sebelum pelaksanaan one stop service.
X, = sampel sesudah pelaksanaan one stop service.

b. Menghitung total selisih (Zd ), lalu mencari mean d (d ) dengan cara :

g2
n


http://ejournal.unud.ac.id/

Keterangan:

d . rata-rata selisih pada pengamatan sebelum dan sesudah pelaksanaan

one stop service

> .d :total selisih

n  :jumlah sampel

e. Menghitung nilai t hitung dengan cara:

d
Se

t —

Jika signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan antara rasio
efektifitas dan kemandirian keuangan daerah sebelum dan sesudah pelaksanaan
one stop service. Sedangkan jika tingkat signifikansi kurang dari 0,05 maka
terdapat perbedaan antara rasio efektivitas dan kemandirian keuangan daerah
sebelum dan sesudah pelaksanaan one stop service.



BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data
Penelitian ini terdiri dari variabel penelitian efektifitas keuangan daerah

sebelum dan sesudah one stop service, dan kemandirian keuangan daerah sebelum

dan sesudah one stop se

Tabel. 7. Target dan Realisasi Per afl Asli rat paten Sragen Tahun

Realisasi PAD

Sebelum OSS %, g 20 0.776 8.876.264.948
posHf 15.884.595.560
24.347.951.713

Sesudah OSS

552739. 42.976.691.754
8.800.587.000  43.547.105.781
2005 37.314.968.000  42.848.549.694

Sumber: (data diolah) Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Asset Daerah
Kabupaten Sragen, 2010

Berdasarkan data tabel 7, dapat diketahui bahwa seluruh tahun analisis
yaitu tahun 2000-2005 realisasi pendapatan asli daerah dapat melampaui target
yang telah ditetapkan. Target pendapatan asli daerah sebelum dilaksanakan one
stop service pada tahun 2000 sebesar Rp 8.540.776.000,00. Sedangkan pada
tahun 2001 target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 14.163.902.000,00 dan
pada tahun 2002 sebesar Rp 22.562.309.000,00. Setelah dilaksanakannya one stop
service, target pendapatan asli daerah pada tahun 2003 sebesar Rp
40.552.739.000,00. Sedangkan pada tahun 2004 dan 2005, masing-masing target
pendapatan asli daerah sebesar Rp 38.800.587.000,00 dan Rp 37.314.968.000,00.



Hal ini menunjukkan bawa target pendapatan asli daerah yang terendah yaitu pada
tahun 2000 atau sebelum dilaksanakannya one stop service. Target pendapatan
asli daerah tertinggi yaitu sesudah dilaksanakannya one stop service pada tahun
2003.

Realisasi pendapatan asli daerah sebelum dilaksanakannya one stop
service pada tahun 2000 sebesar Rp 8.876.264.948,00. Pada tahun 2001
pendapatan asli daerah dapat terealisasi sebesar Rp 15.884.595.560,00 , dan pada
2003 dapat teredliSas  sebes 4.347.951.713,00. Setelah

tahun

2004.

Untuk menghitung rasi kemandirian keuangan daerah, data yang
diperlukan berupa data realisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan
pendapatan lain-lain yang sah seperti tersaji dalam tabel 8:

Tabel. 8. Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain
Penerimaan yang Sah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2000-2005
(dalam Rupiah)

Tahun PAD Dana Lain-lain

Perimbangan penerimaan yang
sah

Sebelum 2000 8.876.264.948  84.922.556.349 349.266.045
0SS 2001 15.884.595.560 225.143.054.945 11.106.052.860
2002  24.347.951.713 250.604.817.183 23.824.478.411
Sesudah 2003  42.976.691.754 296.021.276.898  39.128.102.050
0SS 2004  43.547.105.781 331.267.844.533  20.456.953.516
2005  42.848.549.694 352.180.713.262 16.963.000.000
Sumber: (data diolah) Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Asset Daerah

Kabupaten Sragen, 2010



Pendapatan asli daerah terdiri dari perolehan pajak daerah, retribusi
daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah, dan lain-lain pendapatan.
Berdasarkan data yang tersaji dalam tabel 8, dapat diketahui bahwa realisasi
pendapatan asli daerah sebelum dilaksanakannya one stop service pada tahun
2000 sebesar Rp 8.876.264.948,00. Pada tahun 2001 pendapatan asli daerah dapat
terealisasi sebesar Rp 15.884.595.560,00, dan pada tahun 2003 dapat terealisasi
sebesar Rp 24.347.951.713,00. Setelh dilaksanakannya one stop service pada

dilaksanakannya one stop service pada tahun 2000 sebesar Rp 84.922.556.349,00.

Pada tahun 2001 dan 2002 perolehan dana perimbangan masing-masing sebesar
Rp 225.143.054.945,00 dan Rp 250.604.817.183,00. Setelah dilaksanakannya one
stop service pada tahun 2003 perolehan dana perimbangan menjadi salah satu
sektor pendapatan daerah sebesar Rp 296.021.276.898,00. Angka tersebut kembali
meningkat pada tahun 2004 dan 2005 masing-masing sebesar Rp
331.267.844.533,00 dan Rp 352.180.713.262,00. Kondisi ini menunjukkan bahwa
perolehan dana perimbangan terendah yaitu sebelum dilaksanakannya one stop
service tepatnya pada tahun 2000. sedangkan perolehan dana perimbangan
tertinggi pada tahun 2005 atau sesudah dilaksanakannya one stop service.
Lain-lain penerimaan yang sah terdiri dari penerimaan dari pemerintah,
penerimaan dari Provinsi, dan penerimaan lain-lain. Berdasarkan data yang tersaji

dalam tabel 8 dapat diketahui bahwa lain-lain penerimaan yang sah sebelum



dilaksanakannya one stop service pada tahun 2000 sebesar Rp 349.266.045,00.
Pada tahun 2001 perolehan lain-lain penerimaan yang sah sebesar Rp
11.106.052.860,00. Angka ini kembali meningkat pada tahun 2002 sebesar Rp
23.824.478.411,00. Setelah dilaksanakannya one stop service pada tahun 2003,
lain-lain penerimaan yang sah diperoleh sebesar Rp 39.128.102.050,00. Pada
tahun 2004 dan 2005 lain-lain penerimaan yang sah masing-masing sebesar Rp
20.456.953.516,00 dan Rp 16.963.00.000 00. Hal ini menunjukkan bahwa

one stop service pada tahun 2000. n tertinggi yaitu pada tahun
~ | :
2003 atau sesudahi’o |Iaks o _ . -

| dl|&kl@Ujl bed an Paired Sample T Test,
untuk mengetah' data )@g diteliti norma harus dilakukan uji

besar dari 0,05. Hasil uji data dengan menggunakan Kolomogorov-Smirnov

disajikan dalam tabel berikut :

Tabel. 9.  Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Efektivitas Keuangan Daerah

Variabel K-S (Signifikan)  Critical Value Interprestasi
EKD 0,896 0,05 Normal
KKD 0,984 0,05 Normal

Sumber: data diolah, 2010

Dari hasil uji normalitas yang telah dilakukan terhadap variabel Efektifitas
Keuangan Daerah (EKD), didapat nilai signifikansinya sebesar 0,896 atau diatas
dari 0,05. Hal ini berarti data dianggap normal secara statistik. Sedangkan untuk
variabel Kemandirian Keuangan Daerah (KKD), didapat nilai signifikansinya
sebesar 0,984 atau diatas dari 0,05. Hal ini berarti data dianggap normal secara
statistik



Setelah melakukan uji normalitas tehadap Efektifitas Keuangan Daerah
dan Kemandirian Keuangan Daerah tersebut dan ternyata hasilnya layak untuk
diteliti/normal, maka data tersebut dapat diolah oleh SPSS dengan menggunakan

Paired Sample T Test.

C. Pengujian Hipotesis

keuangan daerah menggunakan

Dalam mengh GW%S
et @

Tahun 2001 =

24.347.951.713 X 100

Tahun 2002 = 107,914%
22.562.309.000

Tahun 2003 = 42976691754 X 100% =105,977%
40.552.739.000

Tahun 2004 = 4:})'547'105'781X 100% =112,233%
38.800.587.000

Tahun 2005 = 42.848.549.694 X 100% =114,829%

37.314.968.000
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Gambar. 2. Grafik Rasi%e ifitas Keua D%ah Kabupaten Sragen Tahun
2000-2005 :

Rasio efektifitas gan daerahl Kab Sragen rentang tahun 2000
sampai 2005 bersifat fluktuatifé(na run) seperti tersaji dalam grafik diatas.
Pada tahun 2000 rasio efektifitas keuangan daerah sebesar 103,928%. Kemudian
pada tahun 2001 mengalami peningkatan menjadi 112,148%. Namun, pada tahun
2002 dan tahun 2003 rasio efektifitas keuangan daerah mengalami penurunan
masing-masing menjadi 107,914% dan 105,977%. Pada tahun 2004 rasio
efektifitas keuangan daerah meningkat menjadi 112,233% dan kembali meningkat
pada tahun 2005 sebesar 114,829%. Dari keseluruhan Rasio efektifitas yang
dihitung, dapat dilihat bahwa rasio efektifitas tertinggi diperoleh pada tahun 2005
yaitu setelah dilaksanakannya one stop service dan rasio efektifitas terendah

diperoleh pada tahun 2000 yaitu sebelum dilaksanakannya one stop service.



Tabel. 10. Rata-rata Efektifitas Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah One Stop

Service
Mean EKD Selisih
Sebelum OSS Sesudah OSS Naik / Turun
107,99667 111,01300 3,01633 (naik)

Sumber : Data diolah, 2010

Rata-rata efektifitas keuangan daerah sebelum pelaksanaan one stop

service yaitu pada tahun 2000-200 107,99667%. Kemudian mengalami
peningkatan setelah pelaksanaan one stop service Yaitu pada tahun 2003-2005
rata-rata sebesar ikasikan bahwa rasio
efektifitas keuangan dae ' stop service tersebut
lebih baik diba laksa kannya @fe stop service terbukti rata-
rata mening =

Tabel. 11. Rasio '(; an.Da h Kab@en Sren Tahun 2000-

2005 &

gmampuan Keuangan

Sebelum ] Sangat Efektif
0SS 2001 * Sangat Efektif
2002 w 914% Sangat Efektif
Sesudah 2003 105,977% Sangat Efektif
0SS 2004 112,233% Sangat Efektif
2005 114,829% Sangat Efektif

Sumber : Data diolah, 2010

Keuangan daerah dapat dikatakan efektif jika rasio efektivitasnya >100%,
efektif jika rasionya >90%-100%, cukup efektif jika rasionya >80%-90%, kurang
efektif jika rasionya >60%-80%, dan tidak efektif jika rasionya < 60%. Dalam
penelitian ini, hasil perhitungan rasio efektifitas keuangan daerah Kabupaten
Sragen untuk seluruh tahun analisis, yaitu pada tahun 2000-2002 untuk sebelum
pelaksanaan one stop service dan tahun 2003-2005 untuk sesudah pelaksanaan
one stop service semua rasio berada diatas 100%. Hal ini menujukkan bahwa
dalam mengelola keuangan daerah, Kabupaten Sragen telah tergolong sangat
efektif.



b. Kemandirian Keuangan Daerah
Dalam menghitung rasio kemandirian keuangan daerah menggunakan
formula sebagai berikut:
Rasio Kemandirian = Pendapatan Asli Daerah X 100%

Subsidi Pemerintah Pusat dan Provinsi

serta pinjaman daerah

Perhitungan rasio kemandifia

Tahun 2000 = T £ X 1009 ", = 10,404%

Tahun 2001 = At 6,724%

Tahun 2002 =%

Tahun 2003 =

Tahun 2004 = :
267:8441583+ 20.456.953 516
' '
Tahun 2005 = abiial %o A

352.180.713.262+16.963.000.000

X 100% =11,607%
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Rasio kemandifian fkeuangan daerah (@bupaten Sragen rentang tahun
2000 sampai 2005 bers ' JK i atif (1 ai A0rum) seperti tersaji dalam grafik
diatas. Pada tahun 2000 rasio keanlrian keangan daerah sebesar 10,404% dan
menurun pada tahun berikutnya sehingga rasionya menjadi 6,724%. Pada tahun
2003 rasio kemandirian keuangan daerah meningkat menjadi 12,823%. Namun
angka tersebut semakin menurun pada tahun 2004 dan 2005 masing-masing
sebesar 12,381% dan 11,607%. Dari hasil perolehan tersebut dapat diketahui
bahwa rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi diperoleh pada tahun 2003

dan rasio kemandirian keuangan terendah diperoleh pada tahun 2001.

Tabel. 12. Rata-rata Kemandirian Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah One
Stop Service

Mean KKD Selisih
Sebelum OSS Sesudah OSS Naik / Turun
8,66667 12,27033 3,60366 (naik)

Sumber : Data diolah, 2010



Rata-rata keuangan keuangan daerah sebelum pelaksanaan one stop
service yaitu pada tahun 2000-2002 sebesar 8,66667%. Kemudian mengalami
peningkatan setelah pelaksanaan one stop service yaitu pada tahun 2003-2005
rata-rata sebesar 12,27033%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rasio
kemandirian keuangan daerah setelah dilaksanakannnya one stop service tersebut
lebih baik dibandingkan sebelum dilaksanakannya one stop service terbukti rata-

rata meningkat sebesar 3,60366%.

Instruktif
Instruktif
Instruktif
Instruktif
Instruktif
Instruktif

tingkat kemandirian sedang apaila rasio kemandirian antara >50%-75%, tingkat
kemandirian rendah apabila rasio kemandirian antara >25%-50%, tingkat
kemandirian rendah sekali apabila rasio kemandirian antara 0-25%. Dalam
penelitian ini, hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten
Sragen untuk seluruh tahun analisis, yaitu pada tahun 2000-2002 untuk sebelum
pelaksanaan one stop service dan tahun 2003-2005 untuk sesudah pelaksanaan
one stop service semua rasio berada dibawah 25%. Apabila rasio kemandirian
berada diantara 0-25% maka rasio kemandirian keuangan daerahnya masih sangat
rendah atau dikatakan belum mandiri. Sehingga dalam hal ini peran Pemerintah
Pusat masih dominan mengingat daerah ini belum dapat melakukan otonomi
daerah secara finansial atau disebut memiliki pola hubungan yang instruktif dari

Pemeritah Pusat.



2. Uji Paired Sample T Test

Tabel. 14. Hasil Uji Perbedaan Efektifitas Keuangan Daerah dan Kemandirian
Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan One Stop Service

Variabel Mean t Hitung Signifikansi Interprestasi
EKD -3.016333 -1.486 0.276 Ho diterima
KKD -3.603667 -3.496 0.073 Ho diterima

Sumber : Data diolah, 2010

g}ﬁw leh seh

perbeda

1. Analisis Rasio

Sebelum dilaksanakan one stop service, rasio efektifitas keuangan daerah
Kabupaten Sragen sebesar 103,928% sehingga tergolong sangat efektif. Pada
tahun ini semua pos pendapatan daerah dapat melampaui target yang ditetapkan,
kecuali pos bagian laba Badan Usaha Milik Daerah tidak sesuai dengan target
yang ditetapkan. Kondisi ini disebabkan karena perolehan pendapatan BUMD
sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar sehingga pendapatan yang diperoleh tidak
dapat diramal secara tepat. Rasio efektifitas keuangan daerah pada tahun 2001
tergolong sangat efektif dengan rasio sebesar 112,148%, meningkat 8,22% dari
tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan semua perolehan pos pendapatan asli
daerah mengalami peningkatan dibanding tahun 2000, dimana semua pos dapat
melampaui target yang telah ditetapkan. Sedangkan rasio efektifitas keuangan
daerah pada tahun 2002 tergolong sangat efektif dengan rasio sebesar 107,914% ,



menurun 4,234% dari tahun sebelumnya. Semua pos pendapatan asli daerah juga
telah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya.

Setelah dilaksanakannya one stop service, rasio efektifitas keuangan
daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2003 sebesar 105,977% , menurun 1,937%
jika dibandingkan dengan tahun 2002. Semua pos pendapatan asli daerah juga
telah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya. Penurunan rasio efektifitas

selama tahun 2002-2003 ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah menambah

usat maupun daerah nd|r| Pu a
p p 3 .,

Sebelum dilaksanakanna one sto service, pada tahun 2000 rasio

kemandirian daerah Kabuapten Sragen sebesar 10,404%. Besar rasio ini
mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan yang dilihat dari sisi kemandirian
keuangan rendah sekali, sehingga pola hubungannya masih instruktif. Pola ini
menunjukkan bahwa daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara
finansial atau peranan pemerintah pusat lebih dominan. Dominasi tersebut berupa
subsidi maupun bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam
perolehan penerimaan pendapatan daerah, sehingga pendapatan asli daerah belum
dapat dijadikan andalan dalam pembiayaan semua pengeluaran daerah. Pada tahun
2000 merupakan masa transisi menuju otonomi daerah, sehingga Pemerintah
Pusat masih merasa perlu untuk mendampingi daerah untuk mewujudkan
semangat otonomi daerah. Kemudian pada tahun 2001 rasio kemandirian daerah

menurun sebesar 3,68% menjadi 6,724%. Rasio tersebut menunjukkan bahwa



kemampuan keuangan yang dilihat dari sisi kemandirian keuangan rendah sekali,
sehingga pola hubungannya masih instruktif. Pada tahun 2002 rasio kemandirian
meningkat 2,148% menjadi 8,872%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa
kemampuan keuangan yang dilihat dari sisi kemandirian keuangan rendah sekali.
Sehingga pola hubungannya masih instruktif. Meskipun pendapatan asli daerah
pada tahun 2001 dan 2002 meningkat cukup besar dibanding tahun 2000 ternyata

masih belum dapat mendongkrak tmkat kemandirian keuangan daerah karena

rendah dan berpola instruktif. | Degn danya one stop service memang
berdampak pada naiknya perolehan pendapatan asli daerah yang besar. Jika pada
tahun 2002 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 24.347.951.713,00 dan pada tahun
2003 naik menjadi Rp 42.976.691.754,00 meningkat hampir dua Kkali lipat.
Namun pada kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahwa dana perimbangan dari
Pemerintah Pusat juga mengalami kenaikan, jadi dapat dilihat dominasi dana
perimbangan ini masih sangat kuat. Selain itu perlu diperhatikan pula banyaknya
perolehan pajak yang tidak masuk ke kas daerah, tetapi banyak yang disetor ke
Pusat maupun Provinsi. Rasio kemandirian keuangan daerah memang mengalami
peningkatan dibanding sebelum pelaksanaan one stop service, tetapi rasionya
masih tergolong sangat rendah.

Dari hasil analisis rasio dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2000-

2005, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sragen tergolong sangat efektif.



Sedangkan tingkat kemandirian keuangannya masih tergolong sangat rendah.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan > Kinerja

keuangan daerah Kabupaten Sragen telah efektif dan mandiri” ditolak.

2. Uji Paired Sample T Test
Hasil uji Paired Sample T Test untuk rasio efektifitas keuangan daerah

neroleh sebesar 0,276 atau lebih besar dari

menunjukkan nilai probabilitas yang di

0,05 menunjukkan bahwatidak ada pere asig, efektifitas keuangan daerah

sebelum adanya gne st abupaten Sragen telah
sangat efektif. eroleh selalu sesuai
dengan target di jpun padadahun (s terdapat satu pos
pendapatan asli 1 Vai ( Daerah tidak sesuai
dengan target yang dit@kan. Tetap n realisasi pendapatan asli
daerah pada tahun ZOO@ah ditetapkan. Setelah

mengingat efek dari ) o ini adalah meningkatnya sisi
investasi di daerah memiblag, meri Da ah Kabupaten Sragen berani
meningkatkan target pendapatansli arah.Kinerja yang baik ini terus berlanjut
setelah dilaksanakan one stop service, target pendapatan asli daerah kembali
terealisasi dengan baik

Hasil uji Paired Sample T Test untuk rasio kemandirian keuangan daerah
menunjukkan nilai probabilitas 0,073 atau lebih besar dari 0,05 yang
mengindikasikan bahwa tidak ada perbedaan rasio kemandirian keuangan daerah
sebelum dan sesudah pelaksanaan one stop service. Sehingga dengan adanya one
stop service ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap aspek kemandirian
keuangan daerah. Dapat dilihat bahwa bantuan dari Pemerintah Pusat maupun
Provinsi masih sangat nyata dan mendominasi struktur Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sragen. Keadaan ini disebabkan karena pendapatan
asli daerah sendiri ternyata belum mampu untuk menutup seluruh kebutuhan

pembiayaan keuangan daerah. “Sehingga ' untuk menjaga kelangsungan



pembangunan di daerah, maka Pemerintah Pusat merasa perlu untuk membantu
daerah. Tetapi bukan berarti daerah hanya bergantung kepada bantuan dari pusat
saja. Daerah juga perlu berusaha untuk lebih mandiri. Seperti yang telah dilakukan
olen Kabupaten Sragen dengan one stop service yang memberikan kemudahan
berbagai pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat
banyak yang tertarik untuk melegalkan usahanya atau mendaftarkan pendirian

perusahaan sehingga memberikan kaontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

terhadap kemandirian uangan dser@mﬁ i0 kemirian memang meningkat

tetapi masih _;; kisa endah.”

kemandirian keuangan daera Kpatn Sragen sebelum dan sesudah
pelaksanaan One Stop Service ” ditolak.

Hipotesis tersebut ditolak dimungkinkan karena Periode analisis dalam
penelitian ini sebatas tahun 2000-2002 atau sebelum pelaksanaan one stop service
dan tahun 2003-2005 atau sesudah pelaksanaan one stop service dimana hasilnya
belum terlihat perbedaan rasio yang signifikan. Selain itu, one stop service yang
dilaksanakan oleh Kabupaten Sragen lebih berdampak pada perekonomian daerah
dibanding dampak terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan
data yang dihimpun dari website resmi Badan Perizinan Terpadu Kabupaten

Sragen (http://bpt.sragenkab.go.id ) tentang dampak keberadaan one stop service

menunjukkan bahwa
a. Peningkatan Investasi pada tahun 2002 sebesar Rp 592 Miliar, pada tahun
2003 sebesar Rp 703 Miliar, pada tahun 2004 sebesar Rp 926 Miliar, pada


http://bpt.sragenkab.go.id/

tahun 2005 sebesar Rp 955 Miliar, pada tahun 2006 sebesar Rp 1,2 Triliun
dan pada tahun 2007 investasi meningkat sebesar Rp 1,3 Triliun. Kondisi
ini dipicu adanya akses perizinan yang mudah, cepat, dan biaya pasti
melalui one stop service sangat menarik pihak investor untuk menanamkan
modalnya di Kabupaten Sragen sehingga mendorong iklim investasi yang
kondusif.

b. Penyerapan tenaga kerja dise tor industri meningkat pada tahun 2002

C. sebesar 4,53 %, pada
,83, dan pada tahun

dalam tabel 14 :

Tabel 15. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sragen Tahun 2000-2008

Tahun  PDRB Atas Dasar Harga Berlaku ~ PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Nilai (juta Rp) % Pertumbuhan Nilai (juta Rp) % Pertumbuhan

2000 1.907.231,61 - 1.907.231,61 -

2001 2.140.956,11 12,25 1.963.635,72 2,96
2002 2.396.061,90 11,92 2.030.754,79 3,42
2003 2.699.973,28 12,68 2,104.533,13 3,63
2004 3.059.653,15 13,32 2.208.294,40 4,93
2005 3.497.324,94 14,30 2.322.239,43 5,16
2006 4.042.561,37 15,59 2.442.570,43 5,18
2007 4.512.415,74 11,62 2.582.492,48 5,73
2008 5.170.914,12 14,59 2.729.450,33 5,69

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, 2008



BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbandingan efektifitas dan

kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sragen sebelum dan sesudah

pelaksanaan one stop ser dapat dilihat d
1. Berdasarkan hasik perhitun n‘m
pengelolaan Kel Mia

semua tah

semua tahun analisis (2000-05)terolog masih sangat rendah. Oleh karena
itu pola hubungan dengan pusat masih instruktif atau campur tangan
pemerintah pusat masih dominan sebab daerah belum mampu melakukan
otonomi secara finansial. Setelah dilaksanakannya one stop service (tahun
2002-2005) menunjukkan rasio kemandirian keuangan secara rata-rata
meningkat sebesar 3,60366% bila dibandingkan sebelum pelaksanaan one stop
service.

3. Perbedaan rasio efektifitas sebelum dan sesudah pelaksanaan one stop service
adalah tidak signifikan atau berarti tidak ada perbedaan antara rasio efektifitas
sebelum dan sesudah pelaksanaan one stop service. Hal ini dimungkinkan
sebelum pelaksanaan one stop service, Kabupaten Sragen telah memiliki
pengelolaan keuangan yang baik dan efektif. Hal tersebut terbukti bahwa

sebelum dilaksanakannya one ‘stop ‘service yaitu pada tahun 2000-2002,



realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai dan hal tersebut terus
berlanjut hingga pelaksanaan one stop service.

Perbedaan rasio kemandirian sebelum dan sesudah pelaksanaan one stop
service adalah tidak signifikan atau berarti tidak ada perbedaan antara rasio
kemandirian sebelum dan sesudah pelaksanaan one stop service. Kondisi ini
dimungkinkan karena sebelum pelaksanaan one stop service potensi daerah

belum tergali dengan maksimal. S mentara itu dengan adanya one stop service

Kabupaten Sragen telah sgat efektif berarti Pemerintah Daerah dapat

mencapai target PAD yang telah ditetapkan. Kondisi ini dapat berdampak
pada belanja pembangunan untuk Kabupaten Sragen sendiri sehingga daerah
dapat lebih maju. Sementara itu, tingkat kemandirian keuangannya masih
tergolong sangat rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi daerah
belum tergali secara maksimal dan masih besarnya bantuan atau subsidi dari
Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Adanya one stop service sebagai ujung tombak segala bentuk perizinan
telah memberikan dampak positif bagi Kabupaten Sragen antara lain
peningkatan PAD, investasi, legalitas usaha, jumlah tenaga kerja yang terserap
di sektor industri, pertumbuhan ekonomi dan PDRB . Kinerja keuangan yang
dilihat dari aspek efektivitas dan kemandirian keuangan daerah mengalami

peningkatan meskipun sedikit. Dalam hal ini Pemerintah daerah hendaknya



mampu mengemas one stop service dengan lebih baik meliputi meningkatkan
kinerja pelayanan, meningkatkan kemudahan akses bagi selurunh masyarakat
dengan memperbaiki sistem perizinan online sehingga mudah diakses.
Peningkatan kinerja one stop service ini diharapkan dapat membantu
memaksimalkan potensi daerah sehingga memberikan kontribusi peningkatan
PAD yang signifikan. Sebab berdasar penelitian ini peningkatan PAD setelah
adanya one stop service belum dapat mempengaruhi Kinerja keuangan secara

signifikan.

aikan diatas, penulis
‘ iPemerintah Daerah
dan penelitian s anjutr%Adapu S 4 ah sebagai berikut:

berguna untuk membantueprdiki besar pendapatan asli daerah tahun
yang akan datang sehingga dalam penetapan target lebih maksimal sesuai
dengan potensi daerah.

c. Mengembangkan potensi-potensi daerah seperti sentra batik dan padi
organik mengingat kedua sektor ini memiliki pangsa pasar yang terus
berkembang dari waktu ke waktu.

d. Memperbaiki manajemen BUMD untuk kinerja yang lebih baik, sehingga
kontribusinya terhadap PAD dapat meningkat.

e. Mengembangkan sektor pariwisata yang selama ini berpusat di kota untuk
dikembangkan ke daerah, jika dikelola dengan baik akan membantu
meningkatkan pendapatan asli daerah. Memang tidak bisa dipungkiri
dalam proses pengembangannya membutuhkan dana yang tidak sedikit

tetapi perlu diingat hal tersebut hasilnya akan dinikmati dalam jangka



panjang. Mengingat situs purbakala Sangiran tidak akan dikelola lagi oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, jika tidak ada perbaikan
pengelolaan potensi wisata yang lain maka pendapatan dari sektor
pariwisata akan menurun.

Mempertahankan konsistensi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan
daerah melalui investasi, mengingat Kabupaten Sragen sangat minim

sumber daya alam dan potensi, pariwisata sehingga pengembangan daerah

oleh rasio

Periode analisis dalam ene Itian ini sebatas tahun 2000-2002 atau
sebelum pelaksanaan one stop service dan tahun 2003-2005 atau sesudah
pelaksanaan one stop service dimana hasilnya belum terlihat perbedaan
rasio yang signifikan. Penelitian selanjutnya hendaklah menggunakan
periode analisis lebih dari enam tahun, sehingga hasil penelitian yang
didapat lebih kompetitif.
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Lampiran 1
PROFIL KABUPATEN SRAGEN

A. KONDISI GEOGRAFIS

1. Letak geografis dan astronomi

perbatasan antar. : ;imur. Batas-batas wilayah
Kabupaten Srages

SebelalkTimur Ko gawi i Jawa Timur)

Sebelah Barat Z ; i

@, : Kabupa

Kabupaten Sragen terbagi atas :

40.037,93 Lahan
Ha(42,52%) basah(sawah)
54.117,88

Lahan kering
Ha(57,48%)

Luas Wilayah : 94.155 Ha
Luas Sawah :40.129 Ha
Tanah Kering : 54.026 Ha



Dan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

a. Sebelah selatan Bengawan Solo :
- Luas Wilayah : 32.760 ha (34,79 %)
- Tanah Sawah : 22.027 ha (54,85 %)
(9 Kec. 88 Desa & Kelurahan)

b. Sebelah utara Bengawan Sole,.

2.
dengan ketinggian
laut. @upate Sragen mempunyai
ungan kapur yang
sebelah utara Sungai
sebar di seluruh Kabupaten
Sragen, dengan jenis ta ‘ usol, alluvial regosol, latosol dan
mediteran.
3. Klimatologi

Kabupaten Sragen mempunyai iklim tropis dan temperatur sedang
dengan curah hujan rata-rata dibawah 3.000 mm/tahun dan hari hujan

dengan rata-rata dibawah 150 hari/tahun.

B. DAERAH ADMINISTRATIF
Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di
bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-
kelurahan . Kabupaten Sragen terdiri atas 20 kecamatan , yang dibagi lagi atas
sejumlah 208 desa dan kelurahan . Pusat pemerintahan berada di Kecamatan
Sragen.



20 Kecamatan tersebut antara lain :

1.

© 0 N o g bk~ w DN

Gemolong 11. Tanon
Ngrampal 12. Gesi

Plupuh 13. Gondang
Sambirejo 14. Jenar
Sambungmacan 15. Kalijambe
Sragen 6. Karangmalang
Sidoharjo

Sukodono

Sumber



Lampiran 2

BADAN PERIZINAN TERPADU (BPT)
KABUPATEN SRAGEN

JI. Raya Sukowati No. 255 telp (0271)892348 fax (0271)894433 Sragen 57211
e-mail : bpt@sragenkab.go.id
http://bpt.sragenkab.qgo.id

Badan PerizinanfTerpadu yang didirikan dengan menggunakan sistem One

. 7 / 1
karena ha%i merupa

alankafws tligas-tulas  pemerintahan.

3. Undang — Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dimana

pada Pasal 12 menyebutkan bahwa agar diupayakan mewujudkan sistem
pelayanan satu atap secara bertahap

4. Surat Edaran Menkowasbangpan Nomor 56 / MK.WASPAN / 6 / 1998,
antara lain menyebutkan bahwa langkah-langkah perbaikan mutu
pelayanan masyarakat diupayakan dengan menerapkan pola pelayanan
terpadu (satu atap dan satu pintu) bagi unit-unit kerja kantor pelayanan
yang terkait dalam proses atau menghasilkan suatu produk pelayanan.

5. Surat Menko Wasbangpan No0.145 / MK / Waspan / 3/1999 tentang
Peningkatan kualitas pelayanan;

6. SE mendagri No. 503/12/PUOD/1999

7. Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Bab


mailto:bpt@sragenkab.go.id
http://bpt.sragenkab.go.id/

1.

8. Keputusan Menpan No.63/Kep/M.Pan/7/2003

9. KEPMENPAN No.KEP/24/M.PAN/2004 Tentang Pedoman umum
penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi
Pemerintah

10. KEPMENPAN No.KEP/26/M.PAN/2004 Tentang petunjuk teknis
Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pelayanan
Publik —

A. Sejarah berdiri
Ses un 2004 tentang
Pemerintahan Daegeqtar lain pemberian otonomi
adalah berupaya n@ i kesejahteraan yang

semakin bail arakat, pe g ehidupan  demokrasi,

r pemerintah kepada

Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang merupakan pionir pelaksanaan One Stop
Service di Indonesia dengan Keputusan Bupati Sragen Nomor 17 Tahun 2002
tanggal 24 Mei 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen, sedangkan operasional secara resmi
dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2002 oleh Bupati Sragen. Kebijakan ini
didukung sepenuhnya oleh legislatif dengan surat Ketua DPRD Kabupaten
Sragen Nomor 170/288/15/2002 tangggal 27 September 2002 mengenai
Persetujuan Operasional Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen.
Selanjutnya pada tahun 2003 dikuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor 15
tahun 2003 dalam bentuk Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen. Guna
peningkatan kualitas pelayanan dan untuk memudahkan koordinasi dengan
stake holder. Pada tanggal 20 Juli 2006 status KPT ditingkatkan menjadi

Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen dengan Peraturan Daerah No.4



Tahun 2006.

B. Maksud dan tujuan didirikannya BPT Sragen
Maksud didirikannya BPT Kabupaten Sragen adalah untuk
menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima dan satu
pintu. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang
kondusif bagi penanaman modal dan investasi dalam rangka pemberdayaan

ekonomi masyarakat Kabupaten Sragen. Adapun prinsip dari pelayanan prima

adalah sebagaimanasyang tertuang dalam Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun

1993, anfara lainss

p, effisien, ekonomis, adil

2. Meningkatkan <efisiensi “da gktifitas Kiferja @paratur Pemerintah

terli angsung dengan pelayanan

dalam berbagai kegiatan emb guna.

C. Visi dan Misi BPT Sragen

VISI
“Unggul dalam Pelayanan”

MISI
"Mewujudkan pelayanan profesional dan kepuasan pelanggan "



D. Jenis layanan perizinan BPT Sragen

Layanan non perizinan

Kartu Keluarga (KK) Kec. Sragen
Kartu Penduduk (KTP) Kec. Sragen
Pelayanan Akte Kelahiran
Pelayanan Akte Kematian

Pelayanan Akte PengangkatangAnak

o g r w D E

Izin Gangguan & lIzin Tempat Usaha (HO/ ITU)
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Izin Usaha Industri (1UI)

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tanda Daftar Industri (TDI)

Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

© © N o g bk~ w DN PE

[ BN
o

. 1zin Usaha Rumah Makan

-
-

. I1zin Usaha Salon Kecantikan

[EEN
N

. I1zin Usaha Hotel

=
w

. Biro/ Agen Perjalanan Wisata

[
S

. 1zin Pondok Wisata

=
(6]

. Izin Penutupan Jalan

=
D

. Pajak Reklame



17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.

Izin Usaha Huller

Izin Praktek bersama Dokter umum/Gigi
Izin Pendirian Rumah Bersalin

Izin Pendirian Balai Pengobatan

Izin Praktek Dokter Spesialis

Izin praktek Dokter Umum / Gigi

Izin Praktek Bidan

Rekomendasi Praktek Bersama Dokter Spesialis
Tanda Daftar Gudang (TDG)
Perizinan Penggunaan Ketel Uap, Minyak untuk setiap Ketel

Perizinan Penggunaan bejana Uap /Pemanas Air atau ekonomiser yang
berdiri sendiri/penguapan

Perizinan penggunaan Bejana tekan

Perizinan botol baja

Perizinan Penggunaan Pesawat Angkat dan Angkut

Perizinan Penggunaan Pesawat Tenaga dan Produksi

Perizinan Penggunaan Instalasi Kebakaran

Perizinan Penggunaan Instalasi Listrik

Perizinan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir

Izin Trayek Tetap



47. 1zin Usaha Angkutan

48. 1zin Kursus

49. Izin Usaha Peternakan

50. Izin Pemotongan Hewan

51. Izin Pendirian Keramba apung
52. Izin Usaha Jasa Kontruksi

53. Izin Praktek Asisten Apoteker

pegawai tersebut direkrut berasarkan kompetensi pada bidangnya masing-

masing, sehingga telah berpengalaman dan ahli dibidang pelayanan yang akan
ditangani. Dengan demikian pegawai yang ditugaskan di BPT telah dilakukan
penilaian terhadap kinerjanya dan PDLT nya. Sedangkan sebagai dasar
pelaksanaan tugas personil yang ditempatkan di Badan Pelayanan Terpadu adalah
Surat Penugasan Bupati Sragen Nomor 800/690-11/ 2002. Adapun pegawai BPT
menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut :



NO TINGKAT JUMLAH PROSENTASE

PENDIDIKAN
1 Stratall 9 21
2 Stratal 25 56
3 Diploma lll 3 7
4 SLTA 7 16
JUMLAH 44 orang 100

Sedangkan jabatan

F. Dampak keberadaan BPT Sragen
Dampak dengan keberadaan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten
Sragen ternyata menimbulkan multiplier efect yang sangat signifikan antara

lain :

1. Investasi meningkat 2002: 592 M, 2003 : 703 M, 2004 : 926 M, 2005 :
955 M, 2006 : 1,2 T,dan 2007 : 1,3 T

2. Penyerapan tenaga kerja disektor industri meningkat 2002 : 40.785,
2003 : 41.785, 2004 : 44.566, 2005 : 46.794.

3. Jumlah perusahaan yang memiliki perijinan ( legalitas usaha )
meningkat 2002 : 6.373, 2003 : 6.280, 2004 : 7.425, 2005 : 8.105,
2006 : (27 %).

4. Perkembangan jumlah perizinan'meningkat 2002 : 2.027, 2003 : 3.170,



10.
11.
12.
13.
14.

15.

2004 : 3.332, 2005 :4.072, 2006 :5.274, 2007 :4.548

Rangking | Daerah Pro Investasi di Jawa Tengah Tahun 2005
Peningkatan Potensi Fiskal (dari urutan 8 terbawah menjadi diatas rata-
rata nasional) tahun 2003 naik 250 %

PAD meningkat dari 8,8 M menjadi 88,3 M selama 7 Tahun

PDRB meningkat Tahun 2002 — 2006 sebesar 57,46 %

Pertumbuhan ekonomi meningkat (2004 : 4,53 %, 2005 : 5,06%,2006 :
5,83, 2007 : 6,08

Citr
S .
Terp odul dani,EPM UNS yang ditulis dalam
buku H DAERAI
Terpili % i ukdari JPIP Surabaya

dibuat panduan tentang One Stop Service yang diedarkan ke berbagai
Kabupaten/Kota di Indonesia.

Otonomi Award bidang Pelayanan Publik dari JPIP — Jawa Post
Penghargaan sebagai Kabupaten Model program pelayanan satu pintu
dari BKKSI

Rangking | Daerah Pro Investasi di Jawa Tengah Tahun 2005

Terpilih sebagai Best Practice Modul dari Internews

Citra Bhakti Abdi Negara dari Presiden RI Tahun 2006

Terpilih Best Practice Modul JICA Tahun 2007

Terpilih Best Practice Modul Depdagri Tahun 2007

Terpilih sebagai Kabupaten percontohan di bidang pelayanan Tahun
2007

Terpilih sebagai kota penyelenggara PTSP Terbaik oleh Presiden



16. Terpilih sebagai Kepala Pemerintahan Terbaik dari PWI Pusat

17. Terpilih sebagai Kabupaten terbaik di bidang Investasi (Investment
Award) pada Desember 2009




